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PENETAPAN
Nomor 1195/Pdt.P/2024/PA.GM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang
Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:
Dwiky Firmana bin Jamaludin, lahir di Kediri, 31 Desember 2000, Agama
Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Karang Kuripan Barat,
Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat,
sebagai “Pemohon I”;
Fazila Aprianingsih binti Awaludin, lahir di Gersik, 19 April 2003, Agama
Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Karang
Kuripan Barat, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten
Lombok Barat, sebagai “Pemohon II”;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22
Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang
pada tanggal yang sama dengan register perkara  Nomor
1195/Pdt.P/2024/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa pada 10 Januari 2021, Pemohon | dan Pemohon I
melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun
Karang Kuripan Barat, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok
Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus Jejaka, dan
Pemohon Il berstatus Gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah
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Bapak kandung Pemohon Il Bernama Awaludin dan dihadiri saksi nikah
masing-masing bernama Samsul dan Nurman dengan mas kawin berupa
uang Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada pertalian nasab,
pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan
untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak
Bernama;

a. Icha Aulia Putri, Perempuan,Tanggal Lahir 02 November 2021;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il dan selama itu
pula Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah bercerai dan tetap beragama
Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon | dan Pemohon Il tidak mempunyai
kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak
tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok
Barat, sementara saat ini Pemohon | dan Pemohon Il membutuhkan Akta
Nikah tersebut, sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak
yang di lahirkan yang memperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il Sanggup membayar seluruh biaya
perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon | dan
Pemohon Il mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq.
Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan
penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Dwiky Firmana bin
Jamaludin) dengan Pemohon Il (Fazila Aprianingsih binti Awaludin) yang
dilaksanakan pada 10 Januari 2021 di Dusun Karang Kuripan Barat, Desa
Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
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3. Membebankan biaya perkara Pemohon | dan Pemohon Il sesuai ketentuan
hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya
permohonan lItsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari
sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak
lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Giri Menang
sehubungan dengan permoh onan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir
sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi
dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti berupa:
A. Surat:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon | yang
aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Lombok Barat, tanggal 27 Februari 2024, alat bukti
tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen dan sesuai
aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Il yang
aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Lombok Barat, tanggal 13 Oktober 2021, alat bukti
tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen dan sesuai
aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat atas nama Pemohon |
dan Pemohon I, yang aslinya diterbitkan oleh Kepala Kantor urusan
Agama Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tanggal 21 Oktober
2024, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen
dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.3);
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B. Saksi:

1. Samsul bin Baharudin, di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah
paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan hukum antara Pemohon |
dengan Pemohon Il adalah suami isteri yang telah menikah secara
hukum agama Islam;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan antara para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 10 Januari 2021 di
Dusun Karang Kuripan Barat, Desa Kediri, Kecamatan Kediri,
Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon | berstatus jejaka dan
Pemohon Il berstatus gadis ;
- Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah
kandung Pemohon Il yang bernama Awaludin dan dihadiri saksi nikah
masing-masing Samsul dan Nurman dengan mas kawin berupa uang
Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak mempunyai
hubungan mahram atau hubungan yang dapat mengharamkan
pernikahan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan para Pemohon
dan keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai
sampai sekarang;

2, Faizahtun Rahmi binti Alimun, di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah
ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan hukum antara Pemohon |
dengan Pemohon Il adalah suami isteri yang telah menikah secara

hukum agama Islam;
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- Bahwa saksi hadir saat pernikahan antara para Pemohon;

- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 10 Januari 2021 di

Dusun Karang Kuripan Barat, Desa Kediri, Kecamatan Kediri,

Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon | berstatus jejaka dan

Pemohon Il berstatus gadis ;

- Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah

kandung Pemohon Il yang bernama Awaludin dan dihadiri saksi nikah

masing-masing bernama Samsul dan Nurman dengan mas kawin

berupa uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak mempunyai

hubungan mahram atau hubungan yang dapat mengharamkan

pernikahan;

Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan para Pemohon dan
keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Bahwa, para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi
tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya
serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera memberikan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu
yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita

acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;
Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan
ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
juncto Pasal 7 ayat (3) huruf () Kompilasi Hukum Islam;
Menimbang, bahwa dalil-dalii permohonan para Pemohon pada
pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan melalui penetapan

Pengadilan Agama Giri Menang demi kepastian hukum atas status pernikahan
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para Pemohon karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di
Kantor urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) serta dua orang
saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan
mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan para
Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon | dan
fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Il, berdasarkan Pasal
1868 KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg, merupakan akta autentik dan masing-
masing alat bukti cocok dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan telah
dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 1888
KUHPerdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan
sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dengan nilai
pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta dikuatkan dengan
keterangan saksi terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan
berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karena itu
permohonan para Pemohon telah sesuai dengan kompetensi absolut maupun
relatif Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa pernikahan Pemohon
I dan Pemohon Il tertanggal 10 Januari 2021 belum tercatat pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat hingga saat ini;

Menimbang, berdasarkan keterangan para Pemohon bahwa para
Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah sesuai dengan
ketentuan hukum Islam, maka para Pemohon mempunyai legal standing untuk
mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang
saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan
dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan
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untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut sebagaimana diatur dalam
Pasal 171 dan 172 R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg, maka Majelis Hakim
menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang
sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa tidak adanya Kutipan Akta Nikah para Pemohon
adalah merupakan suatu kelalaian, baik kelalaian para Pemohon atau petugas
pencatatan pernikahan, namun karena para Pemohon memiliki i'tikad baik
mengajukan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Giri Menang maka hal
tersebut adalah merupakan bukti dari kesadaran hukum para Pemohon untuk
mentaati aturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perkawinan. Oleh
karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon
harus diakomodir oleh negara cq. Pengadilan Agama Giri Menang sehingga
dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para

saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri;
-Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 10 Januari 2021 di Dusun
Karang Kuripan Barat, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok
Barat;
-Bahwa pada saat menikah Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon Il
berstatus gadis ;
-Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung
Pemohon Il yang bernama Awaludin dan dihadiri saksi nikah masing-masing
bernama Samsul dan Nurman dengan mas kawin berupa uang Rp.
1.000.000 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
-Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak mempunyai hubungan
mahram atau hubungan yang dapat mengharamkan pernikahan;

Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan para Pemohon dan
keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata
pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il telah sesuai ketentuan Hukum
Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi
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Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak
melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan
tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, oleh
karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon
tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang
Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun
1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
Islam yang terkandung dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

Jas saalivg g V] g SGY

Artinya: “Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi

yang adil”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu
mengemukakan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab Bughyatul
Mustarsyidin halaman 236 dan dalam kitab Ushulul Fighi Abdul Wahab Khalaf
halaman 93 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim
sebagai berikut:

&z gl i secall (ady e dinle) waglsls

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi

seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah
hukum atas pernikahannya”.
leilen] e Juds o) iy ol plole auzg il agui U6 dzg) ad9 B, o
Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai
isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya
hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya
perkawinan”

Menimbang, bahwa selain itu, permohonan itsbat nikah para Pemohon
telah diumumkan dengan pengumuman Nomor 1195/Pdt.P/2024/PA.GM sesuai
maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari
ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan itsbat
nikah tersebut. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan para
Pemohon tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana
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diatur dalam ketentuan Pasal 8 s/d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
jo. Pasal 39 s/d. 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon tersebut
patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3
tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,
maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para
Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Dwiky Firmana bin
Jamaludin) dengan Pemohon Il (Fazila Aprianingsih binti Awaludin) yang
dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2021 di Dusun Karang Kuripan Barat,
Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.
345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024
Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Ulfa
Nurwahidah, S.H.l. sebagai Ketua Majelis, Indah Syajratuddar, S.H. dan Ahmad
Muliadi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti
Nurwahidah, S.H.l. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para

pemohon.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
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Indah Syajratuddar, S.H. Ulfa Nurwahidah, S.H.I.
Hakim Anggota,

Ahmad Muliadi, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Siti Nurwahidah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP
a. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
b. Panggilan ' Rp. 20.000,-
c. Redaksi ' Rp. 10.000,-
2. Biaya proses ' Rp. 75.000,-
3. Panggilan ' Rp. 200.000,-
4. Meterai : Rp. 10.000,-
Jumlah : Rp. 345.000,-

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)
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